
BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya manus1a ada lah mahluk "Zoun Polilicon" artinya 

manusia se!<:!lu bers<tma mnnus!a !airmya c! a!mn pergau!an hi rhm rhn ... , ... !-' ~-- .. 

kemudian bennasyaraka t. Hiclup bersama dalam masyarakat rnerupakan 

suatu gejala ya ng biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki 

kelainan saja yang ingin hidup mengas ingkan diri dari orang lain. Sa lah satu 

bentuk hidup bersama ya ng terkecil adalah keluarga . Ke luarga ini terdiri 

dari ayah, ibu, clan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan. 

Perkawinan clalam ]slam merupakan fitrah manusm agar seorang 

muslim clapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di 

dalam dirinya terh aclap orang ya ng paling berhak mendapat penclidikan dan 

pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat ya ng paling 

besar terhacl ap kepent inga n-kepentingan sos ial lainnya. Kepentingan sosial 

itu ndal ah mcmclihara ~ c langsun gan jcn is manusia. mcmclihara keturunan, 

menjag:1 kc ~c lillll<ll <lll m<Jsyarakat dari scga la m<IC< IIll pcn; <1kit yang dapat 

l 'cr~<m in <IIl aJ:ll :d1 ih:aran bat in ant ara scorilng pri a tbn l'< lnild scb3gai 
suami istri . Ia merupuk3n pintu gerba ng kchidup:1n hcr~el uarga yang 
mcmpunyai pcngaruh tcrhacl ap kcturunan tb n kchi dupan masyrakat. 
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Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi 
kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada 
umumnya. Agama mengajarkan bahwa pemikahan adalah sesuatu 
yang suci, baik, dan mulia. Pemikahan menjadi dinding kuat yang 
memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang 
disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkenclalikan. Banyak sekali 
hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara Jain sebagai 
kesempumaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan 
ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan 
dosa, dan lain-lain. 1 

Menurut Kompilasi J-Jukum Islam Pasal 3: "Perkawinan bertujuan 

untuk mewujudkan kehiclupan rumah tangga yang sak inah, mawaclab, clan 

rahwah". Dalam wujucl perkawinan, kedua mempelai yang clapat membuat 

hati menjadi tenteram. Ba ik suam i ya ng menga nggap istri yang paling 

can tik di antara wanita-wanita lain, begitu juga seorang istri yang 

menganggap suaminya lah laki-laki ya ng menarik hatinya . Masing-masing 

merasa tentram batinya dalam membina rumah tangga. Kemudian dengan 

aclanya nunah tangga yang berbahagia dan jiwa ya ng tentram, hati dan 

tubuh menjadi bersatu, maka kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, 

kegairahan hidup akan timbul, clan Allah menetapkan ketentuan-ketentuan 

hidup suami istri. Untuk mencapai kebahag iaan hidup adalah dengan 

menj alankan perintah-perintah agama. 

Pcrkawinan mcmrlllll ) ai o;1nyn k hikmah cliantaril!l )'i l ;1dalah 

I. Perkaw inan J);q'<ll f'v!cnc irt:lk:l n K:1sih Sa);1ng d;m kctc ntram:1 n 

1 
'' Mokaloh Pern ikohon", htt p //a lkhJw ar itzm i.b logs pot. com, 1 Janua ri 1990 
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rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. 

Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohan iah perlu 

mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhannya bergantung 

kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pemikahan mempakan lembaga 

yang dapat menghindarkan kege lisahan. Pemikahan mempakan lembaga 

yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang 

keluarga. 

2. Perkawinan Dapat Melahirkan keturunan yang Baik Setiap orang 

menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah 

idaman semua orang tua. Se lain se baga i penerus keturunan, anak yang 

sha leh akan selalu mendoakan orang tuanya. 

3. Dengan Perkawinan, Agama Dapat Terpelihnra Menikahi perempuan 

yang shaleh, bahtera kehidupan mmah tangga akan baik. Pe laksanaan 

ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berja lan dengan 

teratur Rasulullah saw. memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri 

yang shaleh. Mempunya i istri yang shaleh, berart i Allah meno long 

suaminya melaksanakan setengah dar i urusan agamnya. 

·1. Pcrkaw inan dapa t i'vkrncl ihara Ketingg inn m;lft:lh<Jt Scmang Wanita 

\Vani ta ada lah ternan hidttp ya ng pa ling baik. kmcn<t it tl tidak boleh 
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terhormat. Sesudah menikah, keduanya haru s memperlakukan dan 

menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula. 

5. Perkawinan Dapat Menj auhkan Perzinahan Setiap orang, baik pna 

maupun wanita, secara naluriah memiliki nafsu seksual. Nafsu 1m 

memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang ba ik, sehat, dan sah 

adalah melalui pernikahan. Ji ka nafsu birahi besa r, tetap i tidak mau ni kah 

da n tetap rnencari penyaluran yang tidak seha~ dnn melangga r atllian 

agama, maka akan te1jerum us ke lembah perzinahan atau pelac uran yang 

dilarang keras oleh agama. 

Membentuk keluarga nrtinya membentuk kesaruan masyaraka t terkecil 

yang terdiri dari suam i, istri dan anak-anak. Perkawinan ada lah kekal 

artinya perkawinan berl angsung terus menerus clan ticlak bo lch d i putuskan 

begitu saja atau clibubarkan menurut kehendak pihak-pihak Kematian 

merupakan salah sa tu penycbab terputusnya perkawinan sedangkan 

perce raian merupakan pcngccuaian apabila suami istri ticlak mungkin dapat 

h iclup rukun. 

Percera ian mcru paknn se1 lah satu penye bab terput11Snya pcrkawinan, 

~c reni haln ya perknwin ;l n. pcn.·craian _juga cli se lesaiakan ckn g<lll upacara 

sc bag:1 i IC.mna ln y:1. l~ :lfe i J)L'mc luk :lg<llll<l islam dil:~k ubn di pc ngadilan 
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Ada beberapa alasan yang meoyebabkan teijadinya suatu perceraian 

antara lain adalah2
: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar di sembuhkan; 

2. Salah satu pihak m enjnggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut­

turut tanpa izin pihak Jain clan tanpa al asan yang sah atau karena hal lain di 

Juar kemampuannya; 

3. Salah satu pihak menrlapat huktunan penj ara 5 (lima tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. Salah satu pihak menclapat cacat atau penyakit clengan ilibat ticlak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suarni/istri ; 

5. Sal ah satu pihak mmelakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak Jain; 

6. Antara suami istri terns menerus menjacli perseli sihan clan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidu r rukun lagi clalarn rumah tangga. 

Dalam perkara pcrcc ra ian Nomor 124/Pdt.G/2008/ PN -!WK su<-un r 

:-;c laku pc:nggugal Jl lcnggug< il LL' I £11 i :-; lr inyu kare na ab :-:< 111 I SIJI lc rscbut 

mdrk ukan r erse l i ngk uh an 

'Lili Rasj id i, Hukum dan Perceraian di Malays ia dan Indonesia. Ba ndung: i\ lurnn1 . 191:\? him 292 
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Korban dari perceraian tersebut adalah anak yang dilahirkan selama 

perkawinan. Anak-anak tersebut hams tumbuh besar dan menjalani 

kehidupan tanpa orang tua yang senantiasa mendampingi mereka seperti 

sebelum adanya perceraian. 

Anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan 

mengikuti ibu. Sementara ketika anak mengikuti ibu, bagaimana peran 

serta dan tanggtmg jawab ayah dalam proses anak menuju dewasa yang 

membutuhkan pemeliharaan serta pendidikan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik menelitinya lebih lanjut 

dalam penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul "Gugatan Perceraian 

Yang Diajukan Oleh suami Dengan Alasan Jstri Berselingkuh ( Analisa 

Kasus Nomor 124/Pdt.G/2008/PN-DPK)". 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan dan untuk lebih 

terfokus dalam membahas dalam tulisan ini , sehingga mampu 

menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa 

pcm1asa lahan. Adapun pokok pcrmasalahan dalam tuli san ini adalah 

:~c bagai berikut: 

'-- T :-Bagaiman·a tanggung jawah ayah terhaclap anak akibat perceraian ? 

2. Bagaiamana pertimbangan hakim dal am memutuskan perkara perceraian 

No.I24/Pdt.G/2008!PN-DPK ? 
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I 

C. Tujuan dan Manfaat Pene]jtian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk meneliti I mengkaji tanggung jawab suam1 terhadap anak 

akibat perceraian. 

b. Untuk meneliti I mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara perceraian No.1 24/Pdt.GI2008/PN-DPK? 

2. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian 1ru diharapkan dapat memberikan 

sumbangan sebagai berikut : 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber 

informasi dan menambah wawasan di bidang hukum perdata 

khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan. 

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan 

masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 

bcrkepentingan baik bagi masya rakJt maupun para prakti si Jalam 

menyel esaikan kasus percemian. 

D. Kenmgka Tev ritis, Kcrangka Kosrptual, dan Kcrangka pcmikjran 

1. Kerangka Teoritis 
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Memberikan gambaran landasan operasional penulisan lill , penulis 

menguraikan beberapa teori yang berkaitan, antara lain adalah: 

a. Pengertian Perkawinan 

Menurut Prof. Subekti SH menj elaskan perkawinan adalah periali an 

yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu 

yang lama,3 sedangkan meourut Prof. Mr. Paul Scholten perkawinan adalah 

hubungao hukum antara seorang pri a clan seorang wanjta untuk hiclup 

bersama cl engan kekal , yang cli akui oleh Negara.4 Jelasnya dalam suatu 

perkawinan tidak boleh hanya ada ikatao lahir saja atau ikatan batin SaJa. 

Kedua unsur terse but harus ada claJarn setiap ikatan perkawinan. 

Perkawinan menurut Prof. Sarcljono SH aclalah ikatan lahir batin 
artinya bahwa para piliak yang bersangkutan karena perkawimm itu 
secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka clalam 
hubungannya satu sama lain maupun bagi masyarakat luas. Pengertian 
ikatan lahir batin claJam perkawinan berarti bahwa daJam batin suarru 
isteri yang bersangkutan terkandung ruat yang sungguh-sungguh 
untuk hiclup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan untuk 
membentuk clan membina keluarga yang bahagia dan kekal. 5 

Perkawinan adalah sebuah kontrak berclasarkan persctujuan 

sukarcla yang bc rsi Cat rri badi an tara scor;mg pri a dan scorang w<1n it ~ 1 unt uk 

r nc nj ~1d i suami isteri. i)<li <llll hal ini . pcrkawinan sclalu dipand<lllg SL'h~t ga i 

- -- -·----- ---
1 

Subek ti , Pokok Pokok 1-!ukum Perdo to, JJkJrtJ l nt e rmas<~,l987, him 23 

" R. Soetojo PrJwiroh<Jmidjojo da n Asis SJ fioed in, Hukum OrJng dan Hukum KeluargJ, llnddung: 

Alumni, 1982, Hi m 34 

' Asm in, Status Perkowmon ontor Agomo, JZlk<ln.J DiJn Rukyat, 1986, Him 83 
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dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penJagaan 

6 moral atau akhak masyarakat dan pembentukan peradaban. 

Berdasarkan pada pengertian perkawinan tersebut, maka perkawinan 

itu mengandung unsur-unsur, yaitu: 

1. Adanya landasan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membentuk sebuah 

keluarg; 

2. Adanya suatu ikatan, baik Jahir maupun batin; 

3. Adanya subj ek pelaku, yaitu antara seorang pria dan wanita; 

4. Adanya tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 

guna mewujudkan suatu keluarga. 

b. Asas Perkawinan 

Menurut Hilman Hadikusurnc1, S.H, asas-asas perkawiru'1I1 adalah selxlgai be1ik:ut7: 

]_ Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga 

dan hu bungan kerabat yang rukun , damai, bahagia dan kekaL 

1 \:r~dwinan tidok ~ £lj<l lwru ~ syah dibk sanaka n menu rllt :~gam;1 

<lt<lll Kcpcrc<lY<l<Ill.tc tnp i j ug<I han1s m cnd;lp<It pcr~c t uju u n d;lli pi!ril 

'' Rifyal Ka'ba h, Permasalahan Perkawinan, dalam M aJalilh Varia Pe ra dilan, No 271 Juni 2008, 

IKAHI, Jakunu, hu l 7 

j Asmin, Op. C!l 
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3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pna dengan beberapa 

warrita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan 

menurut hukum adat setempat. 

4. Perkawinan ha.111S didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota 

kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami 

yang tidak di akui oleh masyarakat adat setempat. 

c. Tujuan Perkawinan 

Menurut Jmam Ghazali tujuan perkawinan adaJah untuk. 
mcmperoleh keh.mman yang sah merupakam nuuan pokok 
perkawinan, Lmtuk memenuhi tunh1lan naluri tabiat k.emanusiaan, 
menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, terhjndar dari 
hawa nafsu dan seksual <mlara lakj-]akj dan perempuan diluar 
perkawinan yang sah dan membentuk dan mengatur rumah 
tangga dengan keJahjran anak-anak, serta menumbuhkan aktifitas 
dalam mencari rezekj yang halal dan membesar rasa tanggung 
jawab suami sebagai ke~ala keluarga dan isteri mengatur 
kehidupan rumah tangga. 9 

d. Pengertian perceraian 

Perceraian menurut subekti ada lah penghapusan perkawinan 

dcn g<m r utusa n hakirn , atau lunlutan sa la.h sa tu rih8k dalam 

k 
. . J() 

rcr Hw1nan Jtu . Pcrceraian mcrurak<ln ku lminasi dmi pc n ycksai<~n 

End ;:mg Sumiami, kedudukon suomi isteri do/om hukum perkowinon, Jogjakarta: Wond erf ul 

Pub lishing Company, 2005 him 66 

R. Soetojo Pr<Jwirohamidjojo da n Asis Sa fi oedin , Lac It , Him 76 

:o Subekti , Op Ci r . hlm 76 
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tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat 

memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang 

tidak membuahkan kebahagian tetapi tidak diakhiri dengan perceraian 

karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, 

kondisi ekonomi dan alasan Jainnya. Tetapi banyak juga perkawinan 

yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum 

maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) 

meninggalkan keluarga. 

Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada 

perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikat:m 

lahir dan bathin antara seorang Jald-Jaki dan seorang wanita untuk 

membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namt.m 

pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian mempakan jalan 

keluar (way out) terakhir yang mesti clitempuh. Perceraian tidak dapat 

clilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang clibenarkan oleh agama 

dan unclang-undang. 

Mcnurut 11A Fuad Sa'icl yang climaksucl dengan perceraian adalah 
putusnya pcrkawinan antara suam i dcng<m istcri karcna tidak 
terdapat kerukunan dalam rumah tan gg<J ata u sebab lain scpc rti 
nwnclulnya isteri atau suami dan sctc lcl h scbclumnya diupa yak<m 
pcrd(Jfllilidn dcngan melib<ltbn b .' ltl df!:,'<l knlu cl bei;Jh pih<lk. ; 1 

Dari uraian diatas clapat cliketahui. bahwcl 

11 
Abdul M Jn<:m, Problemntiko Perceroion Koreno Zino dnlom Proses Penyelesaion Perkoro eli 

Lingkungon Perodilon Agamo, do/om Jurnal Mimb or Hu lwm, dl Hikmah & DITBIN BAP[RA, 

Jakarta. No 52 fh XII, 2001, Him . 7 
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1. percera1an baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan 

berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk 

tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata 

tidak ada jaJan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan 

perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai way out 

bagi suami isteri demi kebahagian yang dapat diharapkan 

sesudah terjadinya perceraian terjadi. 

2. bahwa perceraian itu mempakan sesuatu yang dibolehkan namun 

dibenci oleh agama. 

e. Akibat Perceraian 

Dalam hukum Islam maupun hukum Belanda, percerman yang 

teijadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan 

perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa 

akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan 

anak. 

I. Barta Bersama_ 

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri me lahirkan 

akibat diantaranya Jdalah pcmbagiJn h:1rt:l hcrsJmJ_ Da l ~1m babJsa 

Belanda clisebut gemenschap. Dalam hukum Belanda ya ng tcrd:1p3t 

dalam Pasal 11 9 dan Pasal 126 Burgerlijk Wctboek di sebutkan bal1\V3 

sejak saat dilangsungkan perkawinan. mab rnenurut hukum. terjadilah 
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disebabkan ; kematian salah satu pihak, percerawn, pisah meJa dan 

ranJ ang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam 

peijanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 

Burgerlijk Wetboek, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka 

dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka 

tanpa mempersoa lkan dari pihak mana asal barang-barang itu. 

2. Pcngurusan Anak 

Perceraian di samping menimbulkan adanya pembagian harta 
bersarna seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan 
masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau clikenal dengan 
sebutan lwdlonah. 1-Iukum Jslarn rn enyebutkan bahwa apab il a 
terj acl i pe rceraian antara suami dan isteri, maka isteril ah yang 
berhak mengasuh rn endidik dan memelihara anak-anaknya se lama 
anak-nya belum mumayyiz. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi kepada 
seorang isteri yang mengadukan pengurusa n anaknya setelah isteri 
tersebut bercerai dari suaminya. Nabi berka ta: "kaulah yang 
Jebih berhak mendidik anakmu selama kam u belum kawin 
dengan orang lai n". (Hadits riwayatAbu Dawud dan a l­
Hakim)".12 

2. Kcrangka Konseptual. 

Perkaw inan menurut Unclang-Undang Norn or I Tahun J 974 

Te ntang Pcrkaw in an <lcla lah ikatan lahir hat in anwra seorang pna 

clcngan ~cc>r:Jn g \\' :111 i1a sc bagai Sli<Jmi i\ Iri dc ngan ruju;1n mcmcbcntuk 

12 
Sa tria Effendi, Problcmo t ika Hukum Keluargo Is/om Kontt'mporPr. J~ka rt~ : Kcncana Press, Him. 

60-61 
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Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan mempunyai beberapa asas, ya itu sebagai berikut : 

a. Asas sukarela (suka sama suka) Perkawinan dil angsungkan atas 

dasar suka sama suka, yaitu dengan adanya persetujuan dari kedua 

be lah pihak caJon mempelai. Dalam hal ini tidak ada unsur paksaan. 

Ka lau ada perkaw inan dengan paksaan, suamt ata u istri dapat 

melakukan pcmbllta lan perkawinan (Pasal 22). 

b. Asas pa rti sipasi ke luarga untuk melangsungkan perkawinan 

seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin ked ua 

orang tlJanya (Pasa l 6). 

c. Asas perce raian dipersuiit. 

Sekalipun talak adalah hak laki-laki , tetapi ta tidak bo leh 

melakukan haknya itu semena-mena. Pasa l 37 Uncl ang-Undang Nomor 

I Tahun I 974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebaga i beriku t: 

J. Perceraian hanya dapat dilakukan eli depan siclang pengadilan setelah 

pengad il an yang be rsangkutan telah bcru saha clan ticlak berhas il 

mcndamaikan kedu" be lah pi hak. 

1 l l nt11~ mc l :1ku~nn pc rccra ian h;m, -, :1d:1 cuk up n i ~IS<In bahwa suami 
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J. Tata cara percera1an di depan pengadilan diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nom or l Tahun 1974 JO 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 

I Tahun 1974 Ten tang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tcn tang Pelaksanann Undang-Unclang Nomor 

I Ta hun 1974 sebagai berikut: 

I. Sa lah sa tu pihak berbuat zina atau menj ad i pemabuk. penjudi, clan 

scbagainya ya ng sulit cli sembuh ka n. 

2. Sa iah satu pihilk meningga ikiln ya ng iain se iama dua tahun berturut­

turut tanpa izin cl an tanpa alasan yang sah ata u karena hal lain di luar 

kemauannya. 

3. Sa lah salu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau 

leb ih. 

4. Sa lah satu pihak melak uk<m kekcjama n ai<HI pcnga niayaan berat yang 

mcmh<~h;cil.: an 11ihak l:1in . 
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Menurut Kompilasi Hukum ]slam Pasal 3: "Perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawadah, warahmah". Dalam wujud perkawinan, kedua mempelai 

yang dapat membuat hati menjadi tenteram. Baik suami yang 

menganggap istri yang paling cantik diantara wanita-wanita Jain, begitu 

juga seorang istri yang menganggap suaminyalah laki- laki yang 

menarik hatinya. Masing-masing mcrasa tcntram hatinya clalam 

membina rumah tangga. Kemuclian dengan aclanya rumah tangga yang 

bahagia dan jiwa ya ng tentram, hati dan tubuh menjadi bersatu, maka 

kehidupan dan penghiclupan menjacli mantap, kegairahan hiclup akan 

timbul, clnn Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hiclup suami istri . 

Untuk mencapa r kebahag iaan hiclup aclalah dengan menjalankan 

perintah-perintah aga ma. 

Perceraian ada lah salah satu sebab dari bubarnya atau putusnya 

perkawinan . Dalam pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(BW) clisebutkan Perkawinan dapat bubar karena (!) kematian salah 

satu pihak, (2) keaclaa n ticlak haclirnya suami atau isteri selama I 0 

Tahun diikuti perkawi nan ban r si istc ri atau su(lmi scte lah rn endapat 

izin clari ll :1k im. (.)) ka rcna r utusan hakim sctchlh adanyn pc rpisaha n 

mcj :r thm r ;111 j:m~. scrta pcr 11 buh:t ian buh:!r!l) 11 pc rk awin"n J:1lam 

mc nj :Hl i J:1 <;:rr ht rh; lm)< t pc rk:'''i n;m cttl:l lah pcr,u:ti:m ;:1 ng tidak 

cl idahului okh pcr·pi saha n mcja dan r:1njan g Tcn t:lll!}, h:1l ini ditcnt uk an 
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dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang l-Jukum Perdata yaitu (I) Zina 

baik yang dilakukan oleh suami atau isteri, (2) Meningggalkan tempat 

tinggal bersama dengan sengaja, (3) Suami atau isteri dihukum selama 

5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan 

dilaksanakan, ( 4) Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang 

membahayakan jiwa pihak lain (suami/isteri). Lebih lanj ut dalam 

Pasa l 208 Kitab Unclang- Unclang l-Jukum Perdata ba hwa perceraian 

tidak dapat diiaksanakan berdasarkan atas persetuju :.1 n antara suami clan 

isteri . 

Dalam Pasa l 38 Unclang-Unclang Nomor I Ta hun 1974 tentang 

Perkawinan di sebutkan ba hwa putusnya perkawinan clapat lerjadi 

karena salah satu pihak mcningga l clunia, karena perce rai an clan karena 

aclanya putusan pengadilan. Kemuclian dalam Pasa l 39 ayat (2) 

ditentukan bahwa unh1k rnelaksanakan perceraian hams cukup alasan 

yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suarni isteri. 

Ketentuan ini dipertegas !agi dalam penjelasan Pasc.ll 39 aya t (2) 

tersebut dan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksa naa n Ll ndang-U ncl ang Nomor I Tahlln 1974 yang 

mana di schll! k<ln h<lh w<l <lia s<lll y:1ng daral di pcrg un Jkan untuk 

mc laks: Jil :J k;m JX' TCL' r:Ji:ll l <Hi<~ l ah: 
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2. Salah sa tu pihak meningga lkan pihak yang lain clan tanpa alasan 

yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya. 

3. Sal ah sah.l pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 

4. Sa lah satu pihak melak ukan kekejaman atau penganiyaa n berat 

yang mem bahayaka n pihak lain . 

5. Sa lah satu pi hak men clapat cacat badan ata u penyak it yang 

menyebabkan ticlak dapat menj alankan kewajibannya sebaga i suami 

isteri. 

6. Antara suam1 istcri terus-menerus terj acli perse li sihan dan 

pertengkaran clan ticlak ada harapan akan hiclup ru kun lagi cla lam 

nunah tangga. 

Dalam pasa l 66 sampai dengan 88 Undang-Unclang Republik 

Indones ia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, antara la in 

dikemu kakan bahwa perceraian yang dil akukan melalui sidang 

pengad il an ada ti ga macam. Keti ga perceraian itu ada lah sebaga i 

berikut : 
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diberi kuasa khusus da lam sidang pengadilan Agama ya ng dihadiri 

oleh istri atau kuasanya. 

2. Cerai gugat Cerai gugat adalah perceraian yang ditetapkan oleh 

hakim pengad ilan agama karena adanya gugatan istri atau kuasanya 

kepada pengadi lan agama agar pengadi lan aga ma mengadakan 

sidang guna mcmutuskan hubunga n pernikahan antara pcngguga t 

(i stri) dengan tergugat (suami). 
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3. Kerangka Pcmikiran. 

UUD 1945 

1 
UNDANG-UNDAN G N0 .1 TAHUN 

1974 TENTANG PERKAWINAN 

l 
M asa lah Penelitian 

l 
Putusa n Pengadil an Negeri Bekasi 

No. 124/PJt.G/2008/PN-DPK 

l 
I. ISagnimana wnggung j:ll\:d' StJ<lm i tcrhadnp anak ak ih:11 

perc era i;u1 ') 

13<Jgai:1rllilllil pert imh:lilg:lll h<tk in; Jai:m1 mc mutu ~.; k;tn 

i'L-rk:tr:: pt:rccra i:tn NP1 2-1 'I'd!( i/21J 01)/ J>Df>K '.' 
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G. Mctode Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penu lis mengunakan metode penelitian yuridis 

normatif. 

Menurut SoeJjono Soekanto mengunakan metode penelitian yuridis 
normatif adalah metode pene litian hukum yang dilakukan dengan cara 
menelti bahan pustaka atau data seku nder. Data sekunder ada lah data yang 
sudah didokumentasikan sehingga merupaka n data yang sudah siap pakai. 
Data seku nder yang sudah didokumcntasikan yang dapat menj ad i bahan ­
ba han dalam penelitian hu kum norm at if ada lah dokumen - dokwnen yang 
rnempunya i kekuatan meng ikat seperti undang - undang, keputusan, 
von is, perjanjian, pendapat para ahli hu kum (doktrin) dan sebagainya 13

. 

Bahan hukum yang di gunaka n clalam penuli san penelitian ini adalah: 

I. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh berdasarka n 

kctcntuan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder acla lah bahan hukum yang diperoleh dari 

penelusuran buku-buku, lit eratul , karya ilmiah. yang be rkaitan dcngan penc liti an 

ini yang membcrikan penje lasan leb ih mendalam mcngenai bahan hukum primer. 

'· ll:1 h:tn huk11m !c rs icr 

ll:lhan htt}-.um tcrs icr :Jt.Ltl:th h: than hukum }an g mcmhcrii-.CJ ii pclu n.iul-. 
lllJUpun pcttjciii Si:tll lcrhad:tp h;tlta n illlkttlll pti mcr d:lft :--dd tthki. \ :titu 

'' HotmJh Pardomuan Sibuea dan Hcrybert m Soc kartono, M et ode Penelition Huku m, L 1kil ria : 

Krilka til u Book, 2009. him 79 . 
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berupa kamus, artikel pada majalah, dan sural kabar untuk mendefin isikan 
pengertian yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 14 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 
studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah suatu 
teknik pengumpulan atau pengga lian data kepustakaan sehingga tidak 
perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan). 15 

Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif 
meliputi berbagai, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian 
ditafs irkan dengan cara-cara penafsiran yang ada clalam ilmu hukum. 
Penafsiran pacla hakikatnya ada lah suatu usaha atau aktifitas untuk 
rn enetapkan atau menentukan makna atau mengungkap rnakna ya ng 
terkandung clalam norma-norma hukum .16 

Analisa bahan hukum acla lah suatu aktifitas akal bucli yang pacla 

clasa rnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kanclungan norma 

yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat cliketahui . 

. : Ibn!. hi m /0 

' !bicJ. illn1 7b 

h Ho t m<J P \1 bu ea Dikwt M erodc Pencli t ion Hukum J.:l kJrt<J Kr<Jka l au Book, 2007 Him 29 
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H. Sistemaika Pcnulisan 

Sistematika da lam penulisan penelitian ini ada lah: 

Bab l : PENDAHULUAN 

Da lam bab ini diuraikan mengena1 : Latar Belakang Masalah, 

ldcntifikasi dan Rumusan Masalah,Tujuan dan Manfaat Pene liti an, 

Kera ngka Teoritis, Kerangka Konsepstual, Kerangka Pem ikiran, MetoJe 

Penelitian, Sistematika Penulisan. 

Bab 11 : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Pengerti an Perkaw inan, 

Tuj uan Perkawinan, Rukun dan Syarat Sah perkawinan, Asas Hukum 

Perkawinan, Putusnya Perkawinan, Mediasi di Pengadian pada gugatan 

perceraian, Kewajiban Orang tua Atas Pemeliharaan Dan Nafkah Anak 

Sete lah Percera ian . 

Bab Ill : Has il Pene lit ian 

IJalam bah ini diuraikan mcngcn;1i : l( asus Posisi. Tanggug Jawah 

Bah IV • Pcmb ~lh <1san 
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Dalam bab ini diuraikan mengenai: Tanggung Jawab Ayah 

Terhadap Anak Akibat Percera ian dan Dasar Pertimbangan Hakim 

Pengadi lan Negeri Dalam Memutus Perkara Nomor 124/Pdt.G/2008/PN­

DPK 

Bab V Penutup 

Da lam bab ini diuraikan mengenai: kesimpulan dan saran ya ng 

memuat hasil pembahasan atas materi yang sesuai clengan permasalahan 

penelitian. 

Daftar Pustaka 
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